
BUPATI BARRU 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Mengingat 

KEPUTUSAN BUPATI BARRU 
NOMOR :183 /B.PBJ/ | /2026 

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026 

Menimbang : a. bahwa 

TENTANG 

BUPATI BARRU, 

berdasarkan Pedoman Penilaian atas Upaya 

Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada 
Area Pengadaan Barang dan Jasa, Sasaran 2 Pengadaan 
Barang dan Jasa Strategis, Aspek Regulasi dan Kebijakan 
yang merupakan indikator Program Monitoring, Controlling, 
Surveillance for Prevention (MCSP) Kordinasi dan Supervisi, 
Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Komite 
Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu menetapkan 

Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026: 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7153); 

Pemerintahan 

4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7074); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

(Lembaran 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 2018 Nomor 108); 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrah 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2025 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 2); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 
2025 Nomor 5); 

11. Peraturan Bupati Barru Nomor 57 Tahun 2025 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 59); 

12. Peraturan Bupati Barru Nomor 92 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2025 Nomor 94); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN 
JASA STRATEGIS TAHUN 2026. 

Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 
2026, dengan daftar pengadaan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 
Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk 
pemenuhan dokumen kelengkapan pada aspek dan indikator 
penilaian Moritoring, Controlling, Surveillance for Prevention 
(MCSP) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026. 
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026. 



KEEMPAT 

Tembusan : 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditctapkan di Barru 
pada tanggal 27 Maret a016 
BUPATI BARRU, 

2. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru; 

INA khRTIKA SARI 

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru; 

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Kabupaten Barru, di Barru; 

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, di Barru. 



N
O
 

1 2. 3 4 5 

A
w
o
 

N
A
M
A
 P
AK
ET
 

Re
ko

ns
tr

uk
si

 J
al
an
 R
ua
s 
Ki

ru
-k

ir
u 

-
Aj

ak
ka

ng
 

2 

Re
ko

ns
tr

uk
si

 J
al

an
 R
ua

s 
La

pp
ab
il

a 
-B

uj
un

g 

DA
FT

AR
 P
E
N
G
A
D
A
A
N
 B
A
R
A
N
G
 D
A
N
 J
AS
A 

S
T
R
A
T
E
G
I
S
 T
A
H
Ứ
N
 2
02

6 

Re
ko
ns

tr
uk
si

 Ja
la

n 
Ru
as
 J1

. H
ad
er
ah
 (
De

pa
n 

Te
rm

in
al

 P
ek
ka
e)
 

Li
su
 

Pe
mb
an
gu
na
n 
La
b 
IP

A 
UP

TD
 S
MP

 N
eg

er
i 
32
 

Ba
rr
u 
(S

MP
N 

Ma
de
ll
o)
 

Re
ko
ns
tr
uk
si
 J
al

an
 R
ua
s 
Ta
mp
un
gc
in
ae
 -

L
A
M
P
I
R
A
N
 

K
E
P
U
T
U
S
A
N
 
BU

PA
TI

 BA
RR

U 

NO
MO

R:
 1
83
/B

.P
BJ
/ 1

N/
20
26
 

T
E
N
T
A
N
G
 

PE
NG

AD
AA

N 
BA

RA
NG

 D
AN

 J
AS

A 
ST

RA
TE

GI
S 
TA
HU

N 
20
26

 

PA
GU
 AN
GG
AR
AN
 (
Rp
) 

3 

5.
00

0.
00

0.
00

0 

7
8
3
.
2
0
0
.
0
0
0
 

7
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0
 

52
5.
96
1.
20
0 

50
0.
00
0.
00
0 

P
E
R
A
N
G
K
A
T
 D
A
E
R
A
H
 

Di
na

s 
Pe
ke
rj
aa
n 

Um
um

, T
at
a 
Ru

an
g.

 
Pe

ru
ma

ha
n 
da

n 
Ka

wa
sa
n 
Pe

mu
ki

ma
n 

Di
na

s 
Pe
ke
rj
aa
n 
Um

um
, 

Ta
ta
 R
ua

ng
. 

Pe
ru

ma
ha

n 
da

n 
Ka

wa
sa

n 
Pe

mu
ki

ma
n 

Di
na
s 
Pe

ke
rj

aa
n 
Um

um
, 

Ta
ta

 R
ua
ng
. 

Pe
ru

ma
ha

n 
da
n 
Ka

wa
sa

n 
Pe

mu
ki

ma
n 

Di
na
s 
Pe
nd

id
ik

an
 d
an

 K
eb

ud
ay

aa
n 

Di
na

s 
Pe

ke
rj

aa
n 
Um

um
, 

Ta
ta
 R
ua
ng

. 
P
e
r
u
m
a
h
a
n
 d
an

 K
aw
va
sa
n 
Pe

mu
ki

ma
n 

BU
PA

TI
 B
AR

RU
, 

IN
A K
AR
TI
KA
 S
AR
I 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

